
匡AL州AN i

WALI KOTA SIBOLGA

pRov量Ns量suMATE弘uTARA

pE払TURAN WALI KOTA s量BOLGA

NOMOR 65 TAHUN 2023

TEN皿NG

PERLINDUNGAN PELAPOR

DI LINGKUNGAN PEMER量NTAH KOTA S重BOしGA

DENGAN RAHMAT Tu恥N yANG MAHA ESA

WAL量KOTA SIBOしGA,

Meni皿bang　こ　a. bahwa untuk mengatur pengelola紬　pelaporan dan

mendorong pe重an se巾a pegawa王dan masyarakat dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran yang

tehndikasi kompsi ,　penyalahgunaan wewe nan g,

penyimpangan, dan pelanggaran disiplin dan kode etik,

perlu dilaksanakan perl血dung弧terhadap pelapor;

b. bahwa berdas狐kan pe轟imb紬gan sebagaimana dimaksud

pada humf a, perlu　皿ene血pk狐　Peraturan Wali Kota

tentang Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintal

Kota Sibolga;

1. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tahun 1956　tentang

Pembentuk狐　Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumate｢a Utara (Lembaran

Negara Republ批Indonesia Tah皿1956　Nomor　59,

Tambah紬Lembaran Negara Republik工ndonesia Nomor

1092);

2･ Unda皿g-Undang No皿or　28　Tahun　1999　tent孤g

Penyelenggaraan Neg狐a Y紬g Be重sih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik重ndonesia Tahun 1999　Nomor　75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3･ Unda皿g-Und紬g Nomo｢　23　Tahun　2014　tent紬g

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara republik

重ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, T劃baha皿Lcmbar狐

Negara Rcpublik IndonesiaNo皿or　5587) sebaga王mana

telah　血ubah beberapa kali terakhi重　deng劃　Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent狐g Perubahan kedua

aねs Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik

量ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republ並量ndonesia Nomor 5679);
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4･ Peratur劃　Pemehntah No皿or　60　Tahun　2008　tent紬g

Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran

Negara RepubⅢ{　重ndonesia Tahun　2008　Nomor 127,

Ta皿bahan Lemba｢狐Negara Republik工ndonesia Nomor

4890);

5. Peratur紬　Pemehntah Nomor 12　Tahun　2017　tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan

Pemerintahan Daera血(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Rcpubl毘Indonesia Nomor 604 1);

6･ Peraturan Pemchntah Nomor　94　Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeh Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2021 No皿or 202, Ta皿bahanしembaran

Nega重a Republik Indonesia Nomor 67 18);

7. Peraturan Presiden Nomor　54　Tahun　2018　tent紬g

Strategi Nasional Pcncegahan Korupsi (Lembaran Negara.

Republik量ndonesia Tahun 2018 Nomor 108) ;

8･ Peraturan Mcnteri D瓢am Negeri Nomor　25　Tahun

2007　tent劃g Pedo皿an Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Departemen D瓢a皿Nege正

d紬Pemcrintah Daerah;

9･ Peraturan Mente轟Dalam Ncge轟No皿or 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republ址　重ndonesia Tahun　2015　Nomor　2036)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Da上am Ncgeh Nomo重120 Tahun　2018　tentang

Pembah劃Atas Pcratur狐Mente｢i Dala皿Negeh Nomor

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan　打oduk Hukum

Daerah (Berita Negara Republ並Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

10. Peratur狐　Wali Kota Sibolga Nomor　28　Tahun　2015

tentang Rode Etik dan Pe正laku Aparatu重di Lingkungan

Pemehntah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga

Tahun 2015 Nomor 28);

11. Peratur紬　W瓢i Kota Sibolga Nomor　01 Tahun　2020

tent紬g Kedudukan, Susunan Organisasi, se轟a Tugas din

Fungsi Inspekto重at Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah

Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 226);

12. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor　08　Tahun　2023

tentang Pedoman Pen紬ganan Pengaduan Masyarakat di

Lingk皿ga皿Pe皿e正ntah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota

Sib○○ga Tahun 2023 Nomo｢ 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAL量　Ko皿　TEN皿NG PERL量NDUNGAN

pELApOR DIしINGKUNGAN pEMERIN皿H KOTA slBOLGA

BABI….



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wali Kota血i yang dimaksud deng紬:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

3.量nspektorat adalah暮nspektorat Daerah Kota Sibolga;

4. Inspektur adala血工nspektur Daerah Kota Sibolga.

5. Orga皿isasi Perangkat Daerah ad瓢ah Orga皿isasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Peme正ntah Kota Kota Sibolga.

6. Pegawal Pemerintah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah

pegawai nege正sipil Pemehntah Kota Sibo重ga, calon pegawai nege正sipil,

pegawai pemer血tah denga皿　pe工ja可i弧　ke重ja, din/atau or孤g yang

menerima gaji atau upah da正keuang紬negara berdasarkan ketentuan

peraturan pe｢und弧g-undangan, yang beke重ja di lingk皿gan Peme丘ntah

Kota Sibolga.

7. Pelanggar孤adalah sctiap ucap孤, tulisan, atau pcrbuat劃Pegawai yang

tidak menaati kewajiban dan/aねu melangga重la重angan ketentuan peraturan

perundang-undangan, b壷k yang d止akukan di dal劃maupun di luar jam

ke寄a.

8, Pelapor Pelanggaran yang sela可utnya disebut Pelapor adalah Pegawai

dan/atau masyarakat y紬g menyampaik紬in丘〉masi ada皿ya dugaan

Pelanggar紬.

9, Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggar紬.

10. Pelaporan Pelanggar劃adalah infb皿asi yang disampaikan oleh Pelapor

sehubungan dengan adanya Pegawai y紬g diduga akanタsedang, atau te宣ah

melakukan Pelanggar紬.

1 1. Perlindungan Pelapor ad瓢ah upaya pembe轟an ba皿tuan kepada Pelapor

untuk memberikan rasa anan atas Pelaporan Pelanggaran yang

disampaik劃dan正s並o Tindak紬B瓢as紬yang ditimbulk弧.

12.Tindakan B血asan adalah dndakan bempa ucap紬, perbuatan, atau

tindakan lainnya olch Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang

berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang m�誚v�誚wR�&�6�����簑

memgikan secara kcpegawa王劃,組ca皿an t血daka皿　hukum, dan/atau

d劃pak negatif la血nya y劃g dite正ma o重eh Pelapor.

BAB重工

PERL量NDUNGAN PEしAPOR

Bagian Kesatu

Komitmen d瓢am Pemberi狐Perlindungan

Pasal 2

(1) Inspektorat wajib membehkan Komitmen dalan Perlindungan kepada
Pelapor atas lapor紬yang disampaikan.

(2) Komit皿en Perli皿dunga皿　Pelapor sebagaim紬a di皿aksud pada ayat (I)

paling sedi虹t be｢upa jaminan kerahasia紬identitas dan materi Pelapor紬

Pelanggaran sesuai dcngan ketentuan peraturan pcmndang-undang紬〃
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(3) Inspektorat membehk狐　pemaham弧　mengena王　Pe重止ndungan Pelapor

kepada selumh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Apabila血pe｢luk紬,重nspektorat dapat berk○○rdinasi dengan Organisasi

Perangkat Daerah terkait perl血dungan terhadap Pelapor･

(5)陣mpinan Organisasi Perangkat Dae重ah dila重ang menerbitkan ke坤akan

kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan

Balasan kepada Pelapor･

Bagian Kedua

Pembe正an Perlindungan Pelapor

Terhadap Tindakan Balasan

Pasal3

(1) D血am h粗terdapat Tindak紬　Balas狐, PerHndungan Pelapor diberikan

dengan mempc正imba皿gkan:

a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata

Tindak劃Balas劃;

b. pelapor紬　pel紬gg甜"in　disampaikan melalui saluran pelaporan

dan/ atau disampalkan langsung kepada Inspektorat;

c, rekam j匂ak pelanggaran yang pcmah d組akuk紬;

d. tingkat keandalan informasi yang disampalkan dalam mendukung

proses pembuktian Pclanggaran;

e. tidak me垂adi bagian dad Pelanggaran yang dilaporkan; dan

f･, pelapor tidak kehilangan hak pcrlindungan･

(2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tingkat hnga皿, bempa血timidasi secara tidak langsung;

b. tingkat sedang, bempa intimidasi secara langsung, teror, 1aporan balik

oleh pihak Tcrlapor, dan/atau pemaksaan鮭sik; din/atau

c. tingkat bcrat, bempa　狐ca皿紬　危sik y紬g membahayakan jiwa

dan/atau ha巾a.

(3) Dalam hal pelapor merupakan pegawai, Perlindungan pelapor meliputi:

a. jamina皿kerahasiaan identitas dan mate正laporan; din/atau

b. perlindung劃　dah t血dakan b瓢asan atau perlakuan yang bersiねt

administratif kepegawaian yang tidck objektif dan merugikan pelapor.

4) Dalam hal pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan pelapor meliputi:

a. ja皿inan kerahasiaa皿iden心tas d紬mate轟lapor狐; dan

b. jaminan Pelaporan Pelanggaran　丘dak mempengamhi layanan yang

dibe丘kan oleh Pemehntah Daerah sesua王deng狐ketentu狐peraturan

pemnd狐g-undangan ･

Pasal4

Dalam hal Pelapor memerlukan perlind皿g劃正sik, Pemer血tah Daerah melalui

暮nspektorat dapat mem血ta bantuan kcpada:

a. 1embaga yang berwena皿g　皿elakukan perlindung孤　terhadap saksi din

korban; dan/ atau

b.apa畑t....



b. aparat penegak hukum, sesuai deng狐ketentu紬pe｢aturan pe｢und孤g-

undang劃.

Bagian Ketiga

Tata Ca重a Pembchan Perlindungan Pelapor

Pasal5

(1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat

menyampa王kan laporan adanya Tindakan Balas紬kepada重nspektorat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:

a.血onologi pchstiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor; dan

b. Iampir劃bukti-buk心yang皿endukung ada皿ya Tindaka皿Balas孤･

(3) Laporan sebagaim狐a dimaksud pada ayat (I) setelah diterima oleh

量nspektorat, dilakukan anaHsis p瓢ing sedi瞳t meHputi:

a･ identi五kasi terhadap pelapor;

b. kronologi pehstiwa Tindakan Balasan yang dialami pelapor;

c. verifikasi bukti yang disanpaikan pelapor;

d. inventahsasi kebutuhan Perlind皿g蝕Pelapor; dan

e. Pemyata劃lengkap atau tidak lengkap.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima oleh

lnspektorat,

Pas粗6

Inspekto｢at melakukan pe皿e正ksaan atas hasil an瓢isis sebagaimana dimaksud

dalan Pasal 5 ayat (3) dalam jangka waktu paling lana 10 (sepuluh) hari kerja

sesua上dengan Standar Operasional打osedur audit inves缶gasi.

Pa_s血7

(1) Hasil pemer並saan sebaga王mana dimaksud dal劃　Pasal　6　dituangkan

d瓢a皿laporan hasil peme正ksaan pe皿be正a皿per脆ndung紬.

(2)血poran hasil peme正ksaan pcmbe正an perlindungan sebagaim紬a

血maksud pada ayat (1), disusun pal血g sedi瞳t memuat:

a･ uraian has遭pe皿ehksa狐;

b. kesimp山an; din

c. rekomendasi.

(3) Uraian hasil pemcriksa狐untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling

sedikit memuat:

a. dugaan upaya Tindakan Balasan;

b. hngkas紬hasi宣pemchksaan; dan

c･ pemyataan tidak terbukti adanya Tindak弧Balas狐.
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(4) Urai紬hasil peme轟ksa狐untuk Tindakan Balas狐terbukti paling sedikit

memuat:

a. identitas pelaku Tindak狐Balasan;

b. bentuk Tindak劃Balasan;

c. bentuk perlindungan pelapor; dan

d. sanksi y劃g dapat d主jatuhk劃pada pel貧ku Tindakan Balasan.

Pasal 8

(1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7　ayat (I) dengan hasil pemeriksaan Tindakan

Balasan tidak terbukti, maka akan disampaikan kepada Pelapor.

(2) Lapor紬　hasi量　peme轟ksaan pembe轟an perlindungan sebagaimana

dimaksud dalam Pas狐7 ayat (1) dengan hasil peme轟ksaan Tindakan

Balasa皿terbukti, maka disampaik狐oleh lnspektu｢ kepada Wali Kota･

BAB量○I

HAK DAN KEwl関N pEしApoR

Pasal 9

Setiap Pelapor berhak:

a. memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran yang

disampaikannya; dan

b. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan pe｢undang-

undangan yang berlaku.

Pas血10

(1) Setiap pelaporw争jib:

a. menyampa王kan in重bmasi Pelanggar紬　d紬　Terlapor scsuai deng劃

fckta yang diketahuinya dalan materi Pelaporan Pelanggaran; dan

b, merahasiakan Pelaporan Pelan髭ar狐kecuali kepada量nspektorat･

(2) Dalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) humf b, Pelapor ddak皿e皿pcroleh hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 humf b.

Pasal11

Peny劃paian Inめmasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dala皿Pas貧1 10

ayat 1 humf a dapat dilakuk餌langsung kepada工nspektorat din/atau melalui

Saluran Pelaporan, antara lain:

a. Webs!tee-Lapor;

b. Webs!te w九istieblouJing system(Ⅵ!BS/,’

c. surat;

d. surat elektronik /e一肌α均;

e. kotak pelapor劃pelanggara皿; dan/atau

f. sarana lain重va sesuai ketentu狐　Peraturan perundang-und紬gan yang

berlaku.

BABIV….
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